




A. Latar Belakang 
Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana terhadap harta 
kekayaan yang merupakan suatu penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta 
benda milik orang lain yang bukan merupakan milik pelaku. Salah satu jenis kejahatan 
terhadap harta kekayaan adalah tindak pidana penggelapan yang diatur didalam buku kedua 
tentang kejahatan didalam pasal 372 - 377 KUHP. Pasal 372 KUHP menyatakan bahwa 
penggelapan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan 
melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu seluruhnya atau sebagian 
adalah milik orang lain yang ada dalam kekuasaanya, yang diperoleh bukan karena 
kejahatan. jenis-jenis penggelapan berdasarkan Bab XXIV Pasal 372 sampai dengan 377 
KUHP yaitu penggelapan biasa, penggelapan ringan, penggelapan dalam kalangan keluarga 
    serta penggelapan dengan pemberatan 
Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang 
memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia 
mendapat upah (Pasal 374 KUHP). Salah satu penggelapan dalam pemberatan yaitu 
Penggelapan dengan menggunakan jabatan dalam pasal 374 KUHP. Pelaku penggelapan 
dalam jabatan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Pelaku penggelapan 
wajib untuk diperiksa, dituntut dan diadili sebelum dijatuhi putusan.  
  Putusan merupakan salah satu hasil dari proses persidangan di pengadilan. Putusan 
hakim harus mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum bertujuan 
untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa kepada 
masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan 
ketentraman masyarakat ( Setiono, 2004:3 ).  Salah satu cara yang dilakukan oleh negara 
untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan adalah dengan memberikan hak kepada 
masyarakat untuk dapat mengajukan upaya hukum 
  Menurut Pasal 1 butir 12 KUHAP, Upaya hukum adalah hak terdakwa atau 
penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau 
banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali 
(PK) dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini. Salah satu upaya 
hukum yang ditentukan dalam pasal 1 butir 12 KUHAP adalah kasasi. Menurut ketentuan 
Pasal 244 KUHAP, Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir 
oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut umum 
dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali 
terhadap putusan bebas. Kajian dalam putusan tersebut bertentangan dengan Penerobosan 
Pasal 244 KUHAP  yang sejalan dengan yurisprudensi pada putusan Mahkamah Agung 
Nomor 275 K/Pid/1983 dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 
Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, bahwa berdasarkan 
situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat 
dimintakan pemeriksaan dalam peradilan kasasi (M.Yahya Harahap, 2008: 544). 
Berdasarkan uraian diatas penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam 
mengenai pengabaian fakta-fakta persidangan oleh hakim sebagai alasan kasasi Penuntut 
umum kejaksaan negeri tanjung perak terhadap putusan bebas dalam perkara penggelapan 
dalam jabatan memenuhi ketentuan pasal 253 KUHAP. Penulis tertarik mengkaji masalah 
tersebut dikarenakan adanya pertentangan antara pasal 244 KUHP dengan yurisprudensi pada 
putusan Mahkamah Agung Nomor 275 K/Pid/1983 dan Keputusan Menteri KeHakiman 
Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983, dimana pertentangan tersebut mengakibatkan tidak 
tegaknya asas kepastian hukum dikarenakan perbedaan dasar hakim dalam memutus 
diperbolehkan atau tidaknya kasasi terhadap putusan bebas. Selain itu penulis tertarik untuk 
mengkaji apakah alasan kasasi penuntut umum telah sesuai dengan  ketentuan pasal 253 
KUHP serta keseseuaian argumentasi hukum Mahkamah Agung terhadap KUHAP. 
Penulis akan mengkaji masalah tersebut dalam bentuk penulisan hukum ini 
dengan judul: Tinjauan Pengabaian Fakta-Fakta Persidangan Oleh Hakim Sebagai 
Alasan Kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negerti Tanjung Perak Terhadap Putusan 
Bebas Dalam Perkara Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Mahkamah Agung 
Nomor:1455 K/Pid/2013). 
 
B .  Rumusan Masalah 
Sehubungan dengan latar belakang  yang telah  diuraikan sebelumnya, penulis 
menetapkan masalah sebagai berikut: 
a. Apakah Pengabaian fakta-fakta persidangan oleh Hakim sebagai alasan kasasi 
Penuntut umum kejaksaan negeri tanjung perak terhadap putusan bebas dalam 
perkara penggelapan dalam jabatan memenuhi ketentuan pasal 253 KUHAP ? 
b. Apakah argumentasi hukum mahkamah agung dalam memeriksa memutus 
permohonan kasasi penuntut umum kejaksaan negeri Tanjung perak terhadap 
putusan bebas dalam perkara penipuan sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun mengenai tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Tujuan Obyektif 
1) Untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan 
memutus pengajuan kasasi Penuntut Umum dalam perkara penggelapan. 
2) Untuk mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan 
permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan bebas 
dengan alasan pengabaian fakta-fakta persidangan berkaitan dengan perkara 
penggelapan dengan terpidana Ir. Ndaru Nur Sigit P., S.E. 
b.  Tujuan Subyektif 
1) Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti 
sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum guna memenuhi salah 
satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum 
Fakultas Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2) Untuk menambah wawasan dalam memperluas pemahaman arti pentingnya 
ilmu hukum dalam teori dan praktek, khususnya Hukum Acara. 
3) Untuk menerapkan konsep-konsep ataupun teori-teori hukum yang diperoleh 
penulis dalam mendukung penulisan hukum ini. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang 
dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yangAdapun manfaat yang dapat 
diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain: 
a. Manfaat Teoritis 
1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada 
umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya kaitannya dengan 
pengesampingan alat bukti. 
2) Sebagai bahan masukan untuk pengkajian dan penulisan karya ilmiah di bidang 
hukum. 
b. Manfaat Praktis 
1) Memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang penulis terliti. 
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta 
tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang 
diteliti, dan berguna bagi para pihak yang pada kesempatan lain mempunyai 
minat untuk mengkaji permasalahan yang sejenis. 
E. Metode Penelitian 
Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang 
timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian  di dalam 
kerangka know-how di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan 
preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 
2006:41). 
a. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian 
hukum doktrinal. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan 
hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum 
yang dihadapi "(Peter Mahmud Marzuki, 2005 :35). Penelitian doktrinal (doctrinal 
research) yaitu penelitian bedasarkan bahan-bahan hukum (library based) yang 
fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder 
(johnny ibrahim,2006:44). Penelitian hukum doktrinal ini memiliki pengertian sama 
dengan penelitian hukum normatif. 
b. Sifat penelitian 
Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Sifat penelitian yang digunakan 
dalam penelitian hukum adalah bersifat preskriptif. Penelitian hukum dilakukan untuk 
menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru atas hasil penelitian yang telah 
dilakukan. Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan preskriptif mengenai benar 
atau tidaknya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. 
Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan 
terapan. “Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan 
hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-
norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, 
ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum” (Peter Mahmud 
Marzuki, 2008:22). 
c. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case 
approach). Dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti 
adalah ratio decidendi. Menurut Goodheart ratio decidendi dapat diketemukan dalam 
memperhatikan fakta materiil (Ian McLeod dalam Peter Mahmud Marzuki, 2013:158). 
Untuk menganalisis penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan ratio decidendi 
hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1455 K/Pid/2013. Karena dalam 
pendekatan kasus ini bukanlah merujuk pada putusan pengadilannya, melainkan ratio 
decidendi. 
d. Jenis Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum 
Jenis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan 
hukum sekunder yaitu sejumlah bahan hukum atau fakta atau keterangan yang 
digunakan oleh seseorang yang secara tidak langsung dan diperoleh melalui bahan-
bahan kepustakaan, terdiri dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-
undangan yang berlaku, laporan, desertasi,  teori-teori  dan  sumber  tertulis  
lainnya  yang  berkaitan  dan relevan dengan masalah yang diteliti. (Peter Mahmud 
Marzuki, 2006:141). 
Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan 
sekunder 
1) Bahan hukum primer 
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 
berupa peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 141). 
A dapun yang penulis gunakan adalah: 
a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
c) Putusan Mahkamah Agung No.1455 K/Pid/2013 
 
2) Bahan hukum sekunder 
Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan hukum 
primer : yaitu buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang 
diteliti, hasil penelitian yang relevan dan buku- buku penunjang lain  
e. Analisis bahan hukum  
 Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu silogisme deduktif.  Sebuah analisis 
dengan menggunakan premis mayor berdasarkan Undang-Undang (Hukum Positif) 
sebagai ketentuan umumnya dan premis minornya adalah fakta hukum (Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 1455 K/Pid/2013) dari kedua hal tersebut kemudian dapat 
ditarik suatu konklusi guna mendapatkan jawaban atas rumusan masalah (Peter 
Mahmud Marzuki, 2013:89-90). 
Penalaran deduktif adalah penalaran yang bertolak dari aturan hukum yang berlaku 
umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi. Sedangkan Peter Mahmud 
Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon menjelaskan metode deduksi 
sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi 
berpangkal dari pengajuan premis major (pernyataan bersifat umum). Kemudian 
diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik 
suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, 
silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional (Peter Mahmud Marzuki, 
2013: 89). Jadi dapat disimpulkan bahwa logika deduktif atau pengolahan bahan 
hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum 




F. Sistematika Penulisan Hukum 
Maka dalam penulisan skripsi tersusun secara teratur dan berurutan, penulis 
akan membuat sistematika sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 
penelitian dan sistematika penulisan hukum. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tentang teori landasan 
pemikiran dan pembahasan yaitu dengan teknik analisis data beserta 
sub bab bagian penelitian 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini diuraikan tentang Pengabaian fakta-fakta persidangan 
oleh Hakim sebagai alasan kasasi Penuntut umum kejaksaan negeri 
tanjung perak terhadap putusan bebas dalam perkara penggelapan dalam 
jabatan yang  memenuhi ketentuan pasal 253 KUHAP serta argumentasi 
hukum mahkamah agung dalam memeriksa memutus permohonan kasasi 
penuntut umum kejaksaan negeri Tanjung perak terhadap putusan bebas 
dalam perkara penggelapan sesuai dengan ketentuan KUHAP 
BAB IV : PENUTUP 
Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan 
pembahasan permasalahan yang telah diteliti. 
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN 
 
 
